
NOMOR : SP DIPA- 032.05.2.440847/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:6440-0266-8695-2857

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(05): Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(13): KALIMANTAN BARAT

: (440847) STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 35.964.014.000  (  TIGA PULUH LIMA MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA EMPAT BELAS RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

29.774.306.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

6.189.708.000

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   PONTIANAK 35.964.014.000(042)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

ISA RACHMATARWATA

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196612301991021001

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN

Satker (440847)  STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK:

DS:6440-0266-8695-2857

NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Rp. 17.782.696.000

HB.2350 Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP Rp. 16.233.544.000

HB.2351 Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan Rp. 256.615.000

HB.2352 Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp. 892.537.000

HB.2353 Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan Rp. 400.000.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 18.181.318.000

WA.2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp. 18.181.318.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (440847):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (032)

(05)

(13)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KALIMANTAN BARAT

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025
DS:6440-0266-8695-2857

032.05.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 17.782.696.000Program :

01 Indeks kinerja operasi pesawat patroli1.

01 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP2.

02 Indeks kinerja operasi kapal pengawas3.

02 Persentase prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan4.

03 Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP5.

03 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas6.

04 Indeks kesiapan logistik dan awak kapal pengawas7.

04 Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP8.

05 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP9.

Kegiatan 2350 Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP 16.233.544.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

2350.999 Output Cadangan 1,00 528.600.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 999.999 528.600.000

:

:

cadangan

2350.CAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan 2,00 80.000.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 CAL.001 Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan 2.00 Unit 80.000.000

:

:

Unit

2350.QHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam 83,00 14.340.024.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QHD.001 Operasi Kapal Pengawas 63.00 Operasi 13.646.384.000(PN)

02 QHD.003 Operasi Speedboat Pengawas 20.00 Operasi 693.640.000(PN)

:

:

Operasi



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (440847):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (032)

(05)

(13)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KALIMANTAN BARAT

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025
DS:6440-0266-8695-2857

2350.RCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 7,00 1.284.920.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang
Dirawat

7.00 Unit 1.284.920.000(PN)

:

:

Unit

01 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan1.

01 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan2.

01 Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil3.

01 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran4.

02 Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan5.

02 Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif6.

02 Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa7.

03 Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain8.

03 Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan9.

04 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan10.

04 Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan11.

05 Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif12.

Kegiatan 2351 Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan 256.615.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

2351.AEA Koordinasi 1,00 50.000.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AEA.002 Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan
Perikanan

1.00 kegiatan 50.000.000

:

:

kegiatan

2351.BCE Penanganan Perkara 4,00 206.615.0006Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BCE.U03 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi
administratif

3.00 Perkara 90.240.000

:

:

Perkara, Berkas Perkara



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (440847):

Halaman : 3I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (032)

(05)

(13)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KALIMANTAN BARAT

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025
DS:6440-0266-8695-2857

Penanganan Perkara

02 BCE.U04 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana 1.00 Perkara 116.375.000

Perkara, Berkas Perkara

01 Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan1.

01 Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan2.

01 Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri3.

01 Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI4.

01 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan5.

01 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan6.

02 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan7.

02 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan8.

02 Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditandatangani9.

02 Tingkat akurasi dan validitas analisis hasil pemantauan SDKP10.

02 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan11.

03 Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU12.

03 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan13.

03 Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan14.

03 Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan15.

04 Indeks penyelesaian  tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan16.

04 Indeks penyelesaian  tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan17.

Kegiatan 2352 Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 892.537.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

2352.999 Output Cadangan 1,00 111.755.0007Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 999.999 111.755.000

:

:

cadangan



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (440847):

Halaman : 4I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (032)

(05)

(13)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KALIMANTAN BARAT

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025
DS:6440-0266-8695-2857

Output Cadangan cadangan

2352.BHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam 2,00 186.537.0008Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BHD.001 Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan 1.00 Operasi 124.747.000

02 BHD.002 Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan 1.00 Operasi 61.790.000

:

:

Operasi

2352.BII Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan 2,00 30.000.0009Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BII.002 Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan 2.00 Laporan 30.000.000

:

:

Hektar, Laporan

2352.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 50,00 564.245.00010Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya 20.00 Lembaga 226.000.000(PN)

02 QIC.002 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya 30.00 Lembaga 338.245.000(PN)

:

:

Lembaga, Laporan, Badan Usaha,
Penyalur, Keputusan

01 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas1.

01 Intensitas konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan2.

01 Kandungan elemen pengawasan, penegakan hukum, dan pengenaan sanksi dalam regulasi tata kelola kelautan dan perikanan3.

01 Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan dan perikanan4.

02 Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas5.

02 Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan6.

Kegiatan 2353 Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan 400.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (440847):

Halaman : 5I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (032)

(05)

(13)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KALIMANTAN BARAT

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025
DS:6440-0266-8695-2857

2353.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 4,00 400.000.00011Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QDD.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 4.00 Kelompok Masyarakat 400.000.000(PN)

:

:

Kelompok Masyarakat

032.05.WA Program Dukungan Manajemen 18.181.318.000Program :

01 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PSDKP1.

03 Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran2.

04 Indikator  Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP3.

05 Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA4.

06 Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PSDKP5.

07 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP6.

09 Nilai PMSAKIP Ditjen PSDKP7.

11 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP8.

12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP9.

13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Ditjen PSDKP10.

14 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP  yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan11.

15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Ditjen PSDKP12.

16 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen PSDKP13.

17 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP14.

18 Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP15.

19 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan16.

20 Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP17.

21 Persentase penyelesaian  NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP18.

22 Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK19.

Kegiatan 2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 18.181.318.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (440847):

Halaman : 6I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (032)

(05)

(13)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KALIMANTAN BARAT

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025
DS:6440-0266-8695-2857

23 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP20.

24 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Ditjen. PSDKP21.

25 Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP22.

26 Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen. PSDKP23.

27 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP24.

28 Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP25.

29 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja26.

30 Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP27.

31 Indeks Efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP28.

32 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP29.

33 Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PSDKP30.

35 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP31.

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2355.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 7,00 72.250.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 7.00 Unit 72.250.000

:

:

Unit

2355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 8,00 17.601.907.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.956 Layanan BMN 3.00 Layanan 22.000.000

02 EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1.00 Layanan 18.700.000

03 EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan 33.338.000

04 EBA.962 Layanan Umum 1.00 Layanan 199.185.000

05 EBA.963 Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan 22.370.000

06 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 17.306.314.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (440847):

Halaman : 7I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (032)

(05)

(13)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KALIMANTAN BARAT

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025
DS:6440-0266-8695-2857

2355.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 10,00 56.000.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBB.951 Layanan Sarana Internal 10.00 Unit 56.000.000

:

:

Unit, m2, Paket

2355.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 94,00 80.388.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBC.954 Layanan Manajemen SDM 94.00 Orang 80.388.000

:

:

Orang, Layanan, Rekomendasi

2355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 5,00 370.773.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen 59.500.000

02 EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen 107.597.000

03 EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan 66.850.000

04 EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 1.00 Layanan 107.126.000

05 EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1.00 Dokumen 29.700.000

:

:

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

Pung Nugroho Saksono
196904221992031002

Jakarta, 02 Desember 2024

Direktur Jenderal PSDKP
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2025

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (440847):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (032)

(05)

(13)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KALIMANTAN BARAT

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025
DS:6440-0266-8695-2857

1. Anggaran Tahun 2025

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

35.964.014.000

29.774.306.000

6.189.708.000

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (440847): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (032)

(05)

(13)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KALIMANTAN BARAT

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:6440-0266-8695-2857

440847 STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK 11.669.759 24.001.805 292.450 - - 35.964.014

032.05.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan - 17.618.496 164.200 - - 17.782.696

2350 Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP - 16.093.544 140.000 - - 16.233.544

2350.999 Output Cadangan - 528.600 - - - 528.600 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-- 528.600- 042528.600 -RM01 @

2350.CAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan - - 80.000 - - 80.000 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-80.000 80.000- 042- -RM01

2350.QHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam - 14.340.024 - - - 14.340.024 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-- 8.150.316- 0428.150.316 -RM01 @

-- 6.189.708- 0426.189.708 -PNBP04 @



NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (440847): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (032)

(05)

(13)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KALIMANTAN BARAT

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:6440-0266-8695-2857

2350.RCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup - 1.224.920 60.000 - - 1.284.920 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-60.000 1.284.920- 0421.224.920 -RM01 @

2351 Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan - 256.615 - - - 256.615

2351.AEA Koordinasi - 50.000 - - - 50.000 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-- 50.000- 04250.000 -RM01 @

2351.BCE Penanganan Perkara - 206.615 - - - 206.615 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-- 206.615- 042206.615 -RM01 @

2352 Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - 868.337 24.200 - - 892.537

2352.999 Output Cadangan - 111.755 - - - 111.755 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-- 111.755- 042111.755 -RM01 @



NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (440847): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (032)

(05)

(13)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KALIMANTAN BARAT

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:6440-0266-8695-2857

2352.BHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam - 186.537 - - - 186.537 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-- 186.537- 042186.537 -RM01 @

2352.BII Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan - 30.000 - - - 30.000 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-- 30.000- 04230.000 -RM01 @

2352.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga - 540.045 24.200 - - 564.245 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-24.200 564.245- 042540.045 -RM01 @

2353 Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan - 400.000 - - - 400.000

2353.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat - 400.000 - - - 400.000 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-- 400.000- 042400.000 -RM01 @

032.05.WA Program Dukungan Manajemen 11.669.759 6.383.309 128.250 - - 18.181.318



NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (440847): Halaman : 4II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (032)

(05)

(13)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KALIMANTAN BARAT

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:6440-0266-8695-2857

2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan

11.669.759 6.383.309 128.250 - - 18.181.318

2355.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - - 72.250 - - 72.250 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-72.250 72.250- 042- -RM01

2355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 11.669.759 5.932.148 - - - 17.601.907 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-- 17.601.90711.669.759 0425.932.148 -RM01 @

2355.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 56.000 - - 56.000 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-56.000 56.000- 042- -RM01

2355.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - 80.388 - - - 80.388 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-- 80.388- 04280.388 -RM01 @



NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (440847): Halaman : 5II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (032)

(05)

(13)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KALIMANTAN BARAT

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:6440-0266-8695-2857

2355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 370.773 - - - 370.773 13 12.

(13.12  KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA)

-- 370.773- 042370.773 -RM01 @

JUMLAH 11.669.759 24.001.805 292.450 - - 35.964.014

a.n Menteri Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

Direktur Jenderal PSDKP

ttd.

196904221992031002

Jakarta, 02 Desember 2024



TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

(13)

Unit Organisasi

(440847)

Kementerian Negara/Lembaga

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan(05)

Kode/Nama Satker

(032)

:

:

KALIMANTAN BARAT

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:6440-0266-8695-2857
NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025

4408471. STASIUN PENGAWASAN SDKP
PONTIANAK

2.125.8772.264.2092.361.952 9.808.9622.486.614 35.964.014499.095 2.692.535 2.792.6082.344.9431.546.843 3.408.9573.631.419RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 377.075 11.669.759720.243 1.488.984 895.044 878.889 1.739.015 869.293 869.293 869.293 882.953 1.015.503 1.064.174

BELANJA BARANG 122.020 24.001.805746.600 870.444 1.429.471 1.253.528 1.892.404 1.617.320 1.817.668 1.250.039 1.902.468 2.355.784 8.744.058

BELANJA MODAL 0 292.45080.000 2.524 20.429 131.792 0 0 5.573 6.545 7.187 37.670 729

032.05.HB.2350 Operasi Armada serta
Pengembangan Prasarana dan
Sarana PSDKP

471.905 7.145.3141.464.7741.102.159509.0771.017.8631.081.0371.138.809875.112996.995407.40923.090 16.233.544

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

23.090 16.093.544391.905 407.409 996.995 815.112 1.138.809 1.081.037 1.017.863 509.077 1.102.159 1.464.774 7.145.314

53 BELANJA MODAL 0 140.00080.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0

032.05.HB.2351 Penanganan Pelanggaran sektor
Kelautan dan Perikanan

30.189 31.00038.49287.7362.22150.0005.475007.25804.244 256.615

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

4.244 256.61530.189 0 7.258 0 0 5.475 50.000 2.221 87.736 38.492 31.000

032.05.HB.2352 Pemantauan dan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

21.951 40.73424.112152.684138.697134.366122.42872.57576.50839.91766.3252.239 892.537

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

2.239 868.33721.951 63.801 37.818 75.136 72.575 122.428 130.623 132.152 145.496 24.112 40.005

53 BELANJA MODAL 0 24.2000 2.524 2.099 1.372 0 0 3.744 6.545 7.187 0 729

032.05.HB.2353 Pencegahan Pelanggaran dan
Penyadartahuan sektor Kelautan dan
Perikanan

0 30206.000102.62000250.801040.27600 400.000

52 BELANJA BARANG DAN 0 400.0000 0 40.276 0 250.801 0 0 102.620 6.000 0 302



TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

(13)

Unit Organisasi

(440847)

Kementerian Negara/Lembaga

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan(05)

Kode/Nama Satker

(032)

:

:

KALIMANTAN BARAT

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

:

2Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:6440-0266-8695-2857
NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025

BARANG

032.05.WA.2355 Dukungan Manajemen Internal
Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan

1.022.798 2.591.6121.881.5791.444.0301.373.2621.490.3051.277.6732.169.2341.312.5891.260.4971.888.218469.521 18.181.318

51 BELANJA PEGAWAI 377.075 11.669.759720.243 1.488.984 895.044 878.889 1.739.015 869.293 869.293 869.293 882.953 1.015.503 1.064.174

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

92.447 6.383.309302.555 399.234 347.124 363.280 430.219 408.380 619.182 503.969 561.077 828.406 1.527.438

53 BELANJA MODAL 0 128.2500 0 18.330 70.421 0 0 1.829 0 0 37.670 0

Pung Nugroho Saksono
196904221992031002

Jakarta, 02 Desember 2024

Direktur Jenderal PSDKP
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[05]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

KALIMANTAN BARAT

[440847]

[13]

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK:

[032]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025
DS:6440-0266-8695-2857

Halaman : IV.A. 1

440847 STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

8.265.448Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

8.265.44852 Belanja Barang Rp.

032.05.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

2350 Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 528.600

Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

2350.999 Output Cadangan

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 8.500

Subkomponen tidak sesuai dengan komponen

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.903.989

Belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri Keuangan terkait pagu PNBP

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 223.572

Belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri Keuangan terkait pagu PNBP

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 62.147

Belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri Keuangan terkait pagu PNBP

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

2350.QHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 435.600

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 99

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 680

Subkomponen tidak relevan dengan komponen

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 20.768

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 60

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

2350.RCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2351 Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 16.785

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 126

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

2351.AEA Koordinasi



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[05]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

KALIMANTAN BARAT

[440847]

[13]

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK:

[032]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025
DS:6440-0266-8695-2857

Halaman : IV.A. 2

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 67.393

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 122

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

2351.BCE Penanganan Perkara

2352 Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 61.105

Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 50.650

Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

2352.999 Output Cadangan

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 118.121

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 240

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

2352.BHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 16.937

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 45

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

2352.BII Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 328.040

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 852

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

2352.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

2353 Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 69.168

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.200

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

2353.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

032.05.WA Program Dukungan Manajemen
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2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 167.138

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 75

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

2355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 58.711

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

2355.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 124.440

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 285

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

2355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

Direktur Jenderal PSDKP

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono
196904221992031002

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[05]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

KALIMANTAN BARAT

[440847]

[13]

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK:

[032]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 032.05.2.440847/2025
DS:6440-0266-8695-2857

Halaman : IV.B. 1

Direktur Jenderal PSDKP

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono
196904221992031002

ttd.


